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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian serta analisis dalan proses pelaksanaan
penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kempas
Kabupaten Tembilahan Riau, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai

berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa perkebunan Kelapa Sawit antara Masyarakat
serta Pengelolah Koperasi Cita Harapan dengan pihak PT Agro Sarimas
Indonesia Kecamatan Kempas Kabupaten Tembilahan Riau adalah dengan
melalui cara:

a. Mediasi, baik melibatkan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan
Desa yang disatukan untuk musyawarah atas penyelesaian sengketa
perkebunan kelapa sawit.

b. Upaya langsung, dilakukan dengan menemut Pimpinan PT. Agro
Sarimas Indonesia, dengan cara pemberdayaan masyarakat dengan
memberikan rekomendasi yang berdasarkan bentuk kerja sama
pada tahun 2003, serta melalui pemberian sisa tanah seluas 18.500
Ha vyang akan dibagikan hasilnya 40% atau 7400 Ha untuk
penggarap dan 60% atau kurang lebih 10.600 Ha untuk pemilik

lahan masyarakat beserta pengurus Koperasi Cita Harapan dengan
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Kecamatan Kempas Kabupaten Tembilahan Riau untuk dijadikan
pertanian plasma, namun pada kenyataanya pihak perusahaan
belum menunaikan seluruhnya. Hasil yang dicapai dalam
penyelesaian sengketa atas lahan perkebunan seluas 18.500 Ha
yang bentuk kerjasamanya dilakukan oleh pihak masyarakat
beserta Pengurus Koperasi Cita Harapan dengan pihak PT Argo
Sarimas Indonesia dapat dikatakan belum mencapai hasil yang
maksimal karena hak rakyat dalam pengelolaan dan pemanfaat
hasil kelapa sawit hingga tahun 2010 belum terlaksana.

2. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa diantaranya adalah
mengni sulinya melepaskan serta penghitungan hasil lahan garapan
kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa buah kelapa sawit belum
layak panen, sementara masyarakat tetap bersikukuh terbadap perjanjian
kerja sama yang telah dibuat pada Tanggal 31 Juli 2003. Selanjutnya yang

terjadi dalam perhitungan bagi hasil yang pada dasarnya belum jelas
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B. Saran
Penulis menyarankan bahwa;

. Dalam penyelesaian sengketa, pihak mediator dalam sengketa melihat
objek sengketa agar dalam penyelesaiannya dapat dirasakan adil bagi para
pihak.

2. Hasil yang dicapai dalam penyelesaian, sengketa hendaknya rasa keadilan
bagi kedua belah pihak, sifatnya mendamaikan para pihak yang
bersengketa “win-win solution” (tidak menimbulkan akibat lain), asasnya
sederhana, cepat dan biaya murah dan kontekstual, artinya sesuai dengan
kondisi sosial, budaya dan psikologis masyarakat setempat. Hal inilah
yang belum terlihat'jelas pada penyelesaian sengketa perkebunan.

3. Kedepan demi terciptanya lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa
yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip dasar diatas sebaiknya
mencari alternatif di luar peradilan formal (non litigasi). Apakah seperti
mediasi atau arbitrase yang kedudukanya berada di tingkat lokal maupun

secara umum yang bersifat mendamaikan tanpa ada yang merasa



